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ABSTRAK 

 Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (Ajzen 1991) 

dengan tambahan variabel kewajiban moral dan sanksi pajak, untuk menjelaskan 

perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebanyak 108 sampel wajib 

pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling 

(SEM) dengan software SmartPLS. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, 

pertama, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat berperilaku tidak patuh. Kedua, norma subjektif berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Ketiga, kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak 

patuh. Keempat, kewajiban moral berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap niat berperilaku tidak patuh. Kelima sanksi pajak berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Keenam, niat seseorang 

untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

ketidakpatuhan pajak.  

 

Kata Kunci: Theory of Planned Behavior/ TPB, kewajiban moral, sanksi pajak, 

niat berperilaku tidak patuh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendapatan APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan 

mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana 

dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, 

sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas 

serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus 

mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak 

merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus 

meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak 

memberikan kontribusi sebesar rata-rata 70% dari seluruh penerimaan negara. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  

(sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa (kontraprestasi) 

secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai dua fungsi yaitu, sebagai sumber 

keuangan negara atau budgetair, alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (regularent). Bisa 

dipastikan bahwa tidak ada lagi rakyat yang tidak mengetahui bahwa membayar 

pajak adalah salah satu kewajiban warga negara.  

Target penerimaan sektor pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini semakin menunjukan bahwa 

pemerintah sangat bertumpu pada sektor pajak sebagai sumber utama untuk 

mengamankan penerimaan negara. Langkah pemerintah  untuk meningkatkan 
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penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukakan reformasi 

perpajakan secara menyeluruh. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan 

mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Sebelum 

diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan yang 

diterapkan di Indonesia adalah official assessment, namun setelah reformasi 

perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi self assessment system. 

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak sedangkan self assessment system adalah suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Dengan 

penerapan self assessment system, pemerintah mengharapkan agar mampu 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. 

Dewasa ini pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara 

yang paling besar. Hal ini terbanding terbalik dari tax ratio di Indonesia sangat 

kecil, bila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Pertumbuhan 

kenaikan pajak pada kenyataanya tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio. Dalam 

RAPBN 2013 pemerintah hanya mengajukan tax ratio sebesar 12,7% atau sama 

persis dengan APBN 2012. Dibandingkan dengan capaian negara-negara 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), tax ratio Indonesia masih 

relatif rendah. Singapura menetapkan sebesar 22,4%, Malaysia sekitar 20,17%, 

Thailand 17,28%, dan Filipina sekitar 13,58%. Negara dengan tax ratio tertinggi 
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saat ini adalah Belgia (54%), Finlandia (46,6%), Jerman (45%), Denmark 

(44,4%), dan Italia (43%).  

Salah satu sebab belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia 

adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakanya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain dapat 

dilihat dari rendahnya kepatuhan formal mereka dalam menyampaikan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).  Sebagaimana diketahui, jumlah orang yang 

melaksanakan kewajiban membayar pajak sangat timpang dengan angka 

pekerja. Hal ini dinyatakan oleh Martowardojo (2012) bahwa orang pribadi yang 

menyerahkan SPT-nya pada tahun 2011 hanya 8,5 juta. Padahal jumlah 

penduduk yang aktif bekerja di Indonesia mencapai 110 juta. Artinya rasio SPT 

terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7%.  

Beberapa peneliti terdahulu mengunakan kerangka model Theory of 

Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pajak dari 

wajib pajak. Berdasarkan model TPB dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan 

bahwa perilaku individu untuk tidak patuh pada ketentuan perpajakan 

dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk 

berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah behavioral beliefs, 

yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil 

perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk 

variabel sikap (attitude) terhadap perilaku itu. Kedua adalah normative beliefs, 

yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi 

rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motifasi untuk 
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mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma 

subjektif (subjective norm) atas suatu perilaku. Ketiga adalah control beliefs, 

yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau 

menghambat perilakunya dan presepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut 

mempengaruhi perilakunya. Control beliefs membentuk variabel kontrol 

perilaku yang di presepsikan (perceived behavioral control).  

Penelitian mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh 

Bobek & Hatfield (2003), memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat 

kewajiban moral sebagai variabel yang turut mempengaruhi ketidakpatuhan 

pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. Pada hipotesis 

pertamanya, disebutkan bahwa variabel yang terkandung didalam TPB yaitu 

sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berhubungan 

positif dengan perilaku tidak patuh. Hipotesis kedua menyebutkan bahwa 

kewajiban moral mempengaruhi perilaku tidak patuh. Sedangkan hipotesis 

ketiga menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi variabel yang 

terkandung di dalam TPB. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sikap 

dan norma subjektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku 

tidak patuh. Sedangkan kontrol perilaku yang dipresepsikan tidak signifikan 

terhadap perilaku tidak patuh. Kewajiban moral menunjukan hubungan negatif 

dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Untuk hasil dari hipotesis terakhir 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara pengaruh kewajiban moral 

terhadap variabel-variabel di dalam TPB.  
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Sanksi pajak (sanksi hukum) sangat terkait dengan persepsi wajib pajak 

tentang sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka 

harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi pelanggarnya. Adanya sanksi yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan 

mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Wajib 

pajak akan memenuhi kewajiban perpajakanya bila memandang bahwa sanksi 

perpajakan yang mungkin dijatuhi akan lebih merugikanya (Jatmiko, 2006). 

Bersadarkan uraian di atas, penulis ingin menguji kembali pengaruh dari 

variabel-variabel pembentuk niat dan perilaku dari wajib pajak berdasarkan model 

TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 

dengan tambahan kewajiban moral dan pengaruh sanksi pajak terhadap perilaku 

ketidakpatuhan pajak, karena itu maka penelitian ini mengambil judul “Theory of 

Planned Behavior : Pengaruh Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap 

Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 

1. Apakah sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh terhadap niat berperilaku 

tidak patuh. 

2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. 
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3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat 

berperilaku tidak patuh. 

4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. 

5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. 

6. Apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku 

ketidakpatuhan pajak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana 

diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji apakah sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh terhadap 

niat berperilaku tidak patuh. 

2. Untuk menguji apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku 

tidak patuh. 

3. Untuk menguji apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh 

terhadap niat berperilaku tidak patuh. 

4. Untuk menguji apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat 

berperilaku tidak patuh. 

5. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku 

tidak patuh. 

6. Untuk menguji apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap 

perilaku ketidakpatuhan pajak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Penelitian ini dapat memberikan berbagai macam informasi mengenai 

perpajakan, sehingga wajib pajak lebih mengetahui tentang pajak, dan dapat 

meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembenahan diri. 

Dengan adanya penelitian ini maka dapat diketahui faktor apa saja yang 

dapat menyebabkan para wajib pajak bisa patuh maupun tidak. Dengan 

begitu maka pemerintah bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki, 

ditambah, dan dibuang agar meningkatkan kesadaran para wajib pajak 

untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban membayar pajak. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya, dan menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini maka 

dibutuhkan sistematika berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah yang diteliti yang dilanjutkan dengan perumusan 

masalah. Selain itu juga dijabarkan tujuan dan kegunaan penelitian yang perlu 

disampaikan sehingga penelitian ini selalu terarah dengan benar yang 
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diperlihatkan melalui sistematika penulisan yang tepat sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. 

Dalam landasan teori dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis 

dan dalam analisis teori hipotesis selanjutnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel- variabel yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data yang digunakan. Selain itu 

juga dijelaskan mengenai bagaimana cara menganalisa data tersebut untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, 

gambaran singkat responden, analisis data yang diperoleh dari hasil pengolahan 

secara statistik dengan menggunakan SmartPLS. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bagian kesimpulan melalui pengujian secara singkat yang telah 

diperoleh dari pembahasan yang telah disesuaikan dengan permasalahan, tujuan 

dan hipotesis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (1991) pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian 

besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi 

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan. Pembangunan 

sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, 

kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang 

pajak juga dapat digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa 

aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa peranan 

penerimaan pajak bagi suatu negara pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) diatas, pajak juga melaksanakan 

fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan 

ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. 

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya 

fungsi redistribusi pendapatan. 
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2.2 Subjek Pajak 

Subjek pajak terbagi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri. 

Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

3. Penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah, dan  

4. Pembukuan diperiksa oleh pengawas fungsional Negara. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

Subjek pajak luar negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
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tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia, dan, 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia. 

2.3 Wajib Pajak 

Menurut Siti Resmi (2005), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari 

dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.  

2.3.1  Wajib Pajak Orang Pribadi 

a. Wajib Pajak Pribadi Orang Usahawan 

Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak memiliki kewajiban membayar 

sendiri pajak terutang 

Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25) 

PPh Pasal 25 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) secara 

angsuran, hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi 
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pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Untuk pembayaran PPh Pasal 25 

pada bulan yang bersangkutan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 bulan 

berikutnya.  

Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun 

PPh Pasal 29 merupakan pelunasan Pajak Penghasilan (PPh)  yang 

dilakukan sendiri oleh WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk 

suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan 

pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. Untuk 

pembayaran PPh Pasal 29 paling lambat dibayarkan  tanggal 31 Maret setelah 

berakhirnya tahun pajak.  

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Tidak Melakukan Kegiatan 

Usaha 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada satu 

pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sendiri setiap 

bulan atas penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan. 

wajib pajak orang pribadi ini juga tidak memiliki kewajiban untuk membuat 

laporan (Surat Pemberitahuan Masa) ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan. 

Gaji yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai 

karyawan adalah gaji bersih setelah dipotong pajak penghasilan. Pajak yang 

terutang atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenal dengan istilah 

PPh Pasal 21. 
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Total jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sleman pada tahun 2009 sebesar 80.767 yang dinyatakan patuh 

sebesar 70,11% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 109.454 dengan wajib pajak 

patuh sebesar 73,02% dan pada tahun 2011 sebesar 106.918 yang dinyatakan 

patuh sebesar 74,97%. 

2.3.2 Wajib Pajak Badan 

 Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah 

mendaftarkan diri untuk memproleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2.4 Theory Planned of Behavior  

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen 

and Fishbein pada tahun 1988 dan 1991 dimana niat seseorang (behavioral 

intention) dipengaruhi oleh attitude toward the behavior, subjective norm, dan 
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perceived behavioral control. Attitude toward the behavioral adalah tingkat 

dimana kinerja dari perilaku secara positif atau negatif dinilai, subjective norm 

adalah presepsi tekanan sosial untuk mengunakan atau tidak menggunakan 

perilaku, perceived behavioral control adalah presepsi seseorang tentang 

kemampuan orang tersebut untuk melaksanakan perilaku yang diberikan. 

Attitude toward the behavior didapatkan dari behavioral belief. Behavioral 

belief adalah perilaku ketertarikan pada hasil yang diharapkan. Subjective norm 

didapatkan dari normative belief. Normative belief adalah presepsi perilaku yang 

diharapkan dari seseorang atau kelompok orang yang penting seperti keluarga 

dan teman. Perceived behavioral control didapatkan dari control belief. Control 

belief adalah presepsi keberadaan faktor yang dapat memfasilitasi atau 

menghalangi kinerja sebuah perilaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Theory of Planned Behavior 
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2.4.1 Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak 

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif 

ataupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan 

ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari 

afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu 

obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala 

evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak dan lain 

sebagainya. Menurut Mustikasari, (2007) sikap seseorang terhadap suatu obyek 

adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung 

atau tidak memihak pada obyek yang bersangkutan.  

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam 

pembentukan karekter, dimana karekter itu sendiri merupakan prinsip atau 

pasangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk 

berubah. Untuk merubah karakter diperlukan usaha yang sangat keras karena hal 

ini sudah dijadikan individu sebagai dasar dalam bermasyarakat dan karakter itu 

sendiri merupakan bawaan lahir. Sedangkan sifat yang melekat pada diri 

seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Apabila seorang individu berada pada 

situasi bergaul dengan orang lain yang sikapnya sangat berbeda dengannya dan 

hal ini dilakukan secara terus menerus, maka bukan hal yang tidak mungkin 

bahwa individu tersebut secara otomatis akan merasakan bahwa sikapnya mulai 

berubah mengikuti lingkungan baik itu disadari maupun tidak disadari. 
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Di dalam Theory of Planned Behavior, sikap terhadap perilaku 

dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (behavioral beliefs) dimana 

kepercayaan itu merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil 

dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan. 

2.4.2 Norma Subjektif  

Norma subjektif adalah persepsi yang dimliki oleh individu mengenai 

pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1998 dalam 

Mustikasari, 2007).  Norma subjektif merupakan pembentuk perilaku individu 

dimana pandangan yang dimiliki orang lain berupa menyetujui atau menolak 

perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain 

setuju pada perilaku yang ditunjukan individu, maka perilaku ini akan dilakukan 

secara terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan 

dapat diterima oleh masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak 

diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi lagi oleh 

individu. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa teman 

sejawat adalah salah satu faktor utama yang dapat memprediksi perilaku yang 

ditunjukkan wajib pajak. 

Di dalam Theory of Planned Behavior, norma subjektif dipengaruhi oleh 

kepercayaan-kepercayaan normatif (normative beliefs), yaitu kepercayaan 

tentang harapan yang dimiliki oleh individu yang melakukan perilaku terhadap 

pandangan orang lain agar dapat menerima dan melakukan motivasi terhadap 

perilaku yang ditunjukkan. 
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2.4.3    Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan  

 Dalam model TPB, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu kepada 

persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang 

diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan 

kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu. (Ajzen 1991).  

 Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh 

Francis et al (2004). Kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai 

persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu 

perilaku. Didalamnya ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa 

besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (controllability), 

dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu 

perilaku (self-efficacy).  

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku 

baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan 

muncul bila terdapat actual control yang berada diluar kehendak individu. 

Sesuai dengan fakta yang ada dilapangan menunjukan bahwa niat itu akan 

diwujudkan apabila kesempatan itu muncul. Akan tetapi, perilaku yang 

ditunjukkan oleh individu dapat berbeda dengan niat individu apabila kondisi 

dilapangan tidak memungkinkan untuk menampilkan perilaku sesuai dengan 

niat yang dimiliki oleh individu tersebut sehingga dapat mempengaruhi kontrol 

keperilakuan yang dipesepsikan secara tidak langsung. Di dalam Theory of 

Planned Behavior, kontrol perilaku yang dipersepsikan dipengaruhi oleh 

kepercayaan-kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan mengenai hal-hal yang 
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dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ingin ditunjukan oleh 

individu. 

2.4.4 Kewajiban Moral 

Selain sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipresepsikan 

yang terkandung di dalam TPB, terdapat beberapa variabel lain yang dapat 

mempengaruhi niat dan perilaku. Kewajiban moral merupakan salah satu faktor 

selain dari model TPB yang dapat memepengaruhi niat dan perilaku wajib 

pajak. Ajzen (1991) dalam Mustikasari (2007) berpendapat, bahwa model TPB 

masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain, selain sikap, 

norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kewajiban moral 

adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang 

berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat 

pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Norma individu ini 

tidak secara langsung dijelaskan pada bentuk TPB. Blanthorne (2000); Kaplan, 

Newbery & Reckers (1997); Hanno & Violette (1996) dalam Mustikasari (2007) 

telah membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ketidakpatuhan pajak. 

2.4.5    Sanksi Pajak 

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena 

pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  

pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 

Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan 
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pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar 

pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah 

telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. 

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. 

Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi 

hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-

sanksi perpajakan. 

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 

menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-

sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang 

dilakukan ataupun tidak dilakukan.  Ada 2 macam Sanksi perpajakan : 

1. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari : 

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda 

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam 

UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar 

jumlah tertentu, persentase dari     jumlah tertentu, atau suatu angka 

perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi 

denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga 

dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau 

disengaja.  
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b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga 

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang 

menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung 

berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat 

bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima 

dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok 

pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak hanya 

membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat 

dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga 

tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. 

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan 

adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila 

dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa 

menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya 

dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak 

kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan 

biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-

informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.  

2. Sanksi Pidana 

Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum. 

Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP 
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menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan 

upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam 

pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang 

baru pertama kali melanggar ketentuan tidak dikenai sanksi pidana, tetapi 

dikenai sanksi administrasi. Ketentuan pelanggaran tersebut adalah tidak 

menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 

tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat 

terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun 

pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana 

biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak 

selalu ada.  

2.4.6 Niat Berperilaku Tidak Patuh 

Niat berperilaku didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukakan 

suatu perilaku sesuai kehendak individu (Agustanto, 2012). Niat berhubungan 

dengan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan dan dapat diprediksi dengan 

tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam kenyataan dilapangan, niat tidak selalu 

bersifat tetap atau statis. Niat dapat berubah ubah sesuai dengan kehendak dari 

individu yang bersangkutan seiring dengan berjalanya waktu. Semakin lebar 
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rentang waktu, semakin besar juga tejadi perubahan dalam niat yang akan 

dialami. Begitu juga sebaliknya, apabila rentang waktu semakin kecil, dapat 

meminimalisir terjadinya perubahan atas niat.  

Di dalam TPB, niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, 

yaitu: (1) behavioral belief, yang merupakan kepercayaan yang muncul dalam 

diri individu atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi mengenai hasil tersebut 

(belief strength and outcome evaluation), (2) normative belief yang merupakan 

kepercayaan yang muncul dari individu tentang harapan normatif orang lain dan 

motifasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to 

comply), dan (3) control belief, yang merupakan kepercayaan atas semua hal 

yang dapat mendukung atau menghambat sebuah perilaku yang ditunjukan 

(control belief) dan persepsinya mengenai seberapa besar hal-hal tersebut dapat 

mendukung atau menghambat perlaku yang ditampilkan (perceived power). 

Hambatan yang biasanya timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukan 

terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu (faktor lingkungan).  

2.5 Penelitian Terdahulu 

Mustikasari (2007) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak 

yang subjeknya adalah perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan 

besar karena pada umumnya perusahaan telah menggunakan sistem informasi 

formal (Bouwens dan Abernethy, 2000). Responden untuk penelitian adalah tax 

professional yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Teori yang digunakan 

sama seperti dengan para pendahulu yaitu Theory of Planned Behavior (TPB) 

dengan variabel independen sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang 
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dipresepsikan berpengaruh terhadap niat tax professional untuk berperilaku 

tidak patuh. Peneliti menambahan beberapa faktor lain yang dijadikan sebagai 

variabel independen selain terdapat di model TPB. Variabel independen yang 

dimaksud antara lain niat, kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, 

fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi perusahaan berpengaruh terhadap 

ketidakpatuhan pajak badan.  Hasil dari penelitian adalah faktor-faktor tersebut 

secara signifikan dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku serta perilaku 

responden itu sendiri.  

Bobek & Hatfield (2003), memodifikasi TPB dengan menambahkan 

tingkat kewajiban moral sebagai variabel yang turut mempengaruhi 

ketidakpatuhan pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. 

Pada hipotesis pertamanya, disebutkan bahwa variabel yang terkandung didalam 

TPB yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 

berhubungan positif dengan perilaku tidak patuh. Hipotesis kedua menyebutkan 

bahwa kewajiban moral mempengaruhi perilaku tidak patuh. Sedangkan 

hipotesis ketiga menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi variabel 

yang terkandung di dalam TPB. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa 

sikap dan norma subjektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

perilaku tidak patuh. Sedangkan kontrol perilaku yang dipresepsikan tidak 

signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Kewajiban moral menunjukan 

hubungan negatif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Untuk hasil dari 

hipotesis terahir menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara pengaruh 

kewajiban moral terhadap variabel-variabel di dalam TPB. 
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Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho (2010)  melakukan penelitian 

menggunakan Theory of Planned Behavior dengan tambahan variabel kewajiban 

moral untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang 

pribadi. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat 

untuk tidak patuh terhadap pajak. Kedua, norma subjektif berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, 

kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak 

patuh terhadap pajak. Keempat, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Keenam, 

niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. 

Rahmat Novryan (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh resiko 

deteksi dan besarnya sanksi terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan wajib 

pajak. Hasil penelitian menyebutkan bahwa resiko terdeteksinya kecurangan 

tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, tetapi berpengaruh 

terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Sedangkan besarnya sanksi 

berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak. Niat berperilaku 

tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Variabel Penelitian  Hasil 

Mustikasari 

(2007) 

Independent Variable: 

1. Sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak 

2. Norma Subjektif 

3. Kewajiban moral 

4. Kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan 

5. Persepsi tentang kondisi 

keuangan 

6. Persepsi tentang fasilitas 

perusahaan 

7. Persepsi tentang iklim 

organisasi 

 

Intervening Variable: 

a. Niat tax professional 

berperilaku tidak patuh 

 

Dependent Variable: 

1. Ketidakpatuhan pajak badan 

 

 

1. Sikap Terhadap 

Ketidakpatuhan Pajak 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Niat Tax 

Professional untuk 

Berperilaku Tidak 

Patuh. 

2. Norma Subyektif 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap Niat Tax 

Professional untuk 

Berperilaku Tidak 

Patuh. 

3. Kewajiban Moral 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap Niat Tax 

Professional untuk 

Berperilaku Tidak 

Patuh. 

4. Kontrol Keperilakuan 

yang Dipersepsikan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Niat Tax 

Professional untuk 

Berperilaku Tidak 

Patuh. 

5. Kontrol Keperilakuan 

yang Dipersepsikan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

Ketidakpatuhan Pajak 

Badan. 

6. Niat Tax Professional 

untuk berperilaku 

Tidak Patuh 

berpengaruh positif 

dan signifikan 
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terhadap 

Ketidakpatuhan Pajak 

Badan. 

7. Persepsi tentang 

Kondisi Keuangan 

Perusahaan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

Ketidakpatuhan Pajak 

Badan. 

8. Persepsi tentang 

Fasilitas Perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

Ketidakpatuhan Pajak 

Badan. 

9. Persepsi tentang Iklim 

keorganisasian 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

Ketidakpatuhan Pajak 

Badan. 

 

Bobek dan 

Hatfield 

(2003) 

An Insvestigation og the Theory 

Planned Behavior and the Role 

Moral Obligation in Tax 

Compliance 

1. Model TPB, sikap, 

norma subjektif dan 

kontrol keperilakuan 

yang dipersepsikan 

secara positif 

mempengaruhi 

ketidakpatuhan  

2. Perasaan individu 

terbesar atas 

kewajiban moralnya 

sedikit 

mempengaruhi 

ketidakpatuhan 

3. Kewajiban moral 

tidak mempengaruhi 

dan tidak signifikan 

terhadap variabel-

variabel TPB 
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Widi Hidayat 

dan Argo 

Adhi Nugroho 

(2010) 

Independent Variable: 

1. Sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak 

2. Norma subjektif 

3. Kewajiban moral 

4. Kontrol perilaku yang 

dipersepsikan 

 

Intervening Variable 

1. Niat berperilaku tidak patuh 

 

Depentdent Variable: 

1. Perilaku ketidakpatuhan 

pajak 

1. Sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak 

tidak signifikan 

terhadap niat 

berperilaku. 

2. Norma subjektif 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap niat 

berperilaku. 

3. Kewajiban moral 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap niat 

berperilaku. 

4. Kontrol perilaku 

yang dipersepsikan 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap niat 

berperilaku. 

5. Kontrol perilaku 

yang dipersepsikan 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap 

ketidakpatuhan pajak. 

6. Niat untuk tidak 

patuh berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap 

ketidakpatuhan pajak. 

 

Rahmat 

Novryan 

(2012) 

Independent Variable: 

1. Resiko Deteksi 

2. Besarnya Sanksi 

 

Intervening Variable 

1. Niat berperilaku tidak patuh 

 

Depentdent Variable: 

1. Perilaku ketidakpatuhan 

pajak 

1. Resiko terdeteksinya 

kecurangan tidak 

berpengaruh terhadap 

niat berperilaku tidak 

patuh, tetapi 

berpengaruh terhadap 

perilaku 

ketidakpatuhan pajak. 

2. Besarnya sanksi 

berpengaruh terhadap 

niat dan perilaku 

ketidakpatuhan pajak. 

3. Niat berperilaku tidak 
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patuh berpengaruh 

terhadap perilaku 

ketidakpatuhan pajak. 

 

  Sumber: Penelitian Terdahulu 

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Model Penelitian 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

2.7.1 Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak 

 Berdasarkan TPB, Ajzen (1991), perilaku individu dipengaruhi oleh niat 

individu itu (intention) terhadap perilaku tertentu tersebut. Sedangkan niat untuk 

berperilaku dipengaruhi oleh variable sikap, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku yang dipersepsikan. 

 Sikap didefinisikan sebagai perasaaan mendukung atau memihak atau 

perasaan tidak mendukung atau memihak terhadap suatu objek yang akan 

Sikap Terhadap 

Ketidakpatuhan 

Pajak    ) 

 Norma Subjektif (X2) 

 
Kontrol Perilaku 

Yang Dipersepsikan 

(X3)  

 Kewajiban moral (X4) 

 
Sanksi Pajak (X5) 

 

Perilaku 

Ketidakpatuhan 

Pajak (Y) 

 

Niat 

Berperilaku 

Tidak Patuh 

(X6)  

 

H1 

H2

 
 H1 

H3

 
 H1 

H4

 
 H1 

H6

 
 H1 

H5

 
 H1 
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disikapi. Perasaan ini timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan 

terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu tersebut. Sikap untuk 

melakukan atau tidak, merupakan bagian dari niatan seseorang. Sikap wajib 

pajak dalam niatan berperilaku patuh ataupun tidak patuh bisa terjadi karena 

beberapa hal. Sikap wajib pajak seperti menyuap fiskus, membayar pajak lebih 

kecil dari yang seharusnya merupakan suatu sikap dimana wajib pajak bersikap 

tidak patuh. Sikap terhadap ketidakpatuhan ini bisa mempengaruhi wajib pajak 

untuk berniat tidak patuh. Semakin tinggi sikap terhadap ketidakpatuhan, maka 

semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan 

pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap 

niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. 

2.7.2 Norma Subjektif  

 Variabel kedua dari model TPB adalah norma subjektif yang 

didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan 

(Ajzen 1991). Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap 

apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas 

perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk 

berperilaku tertentu. 

 Orang sekitar yang direferensikan ini misalnya teman, keluarga, atau 

pimpinan yang memotivasinya untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak. 

Hasil penelitian oleh Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), 

menunjukan bahwa norma subjektif, yaitu persepsi orang lain seperti teman 
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sejawat dan keluarga, berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

berperilaku patuh. 

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa norma subjektif dimana 

seseorang dalam hal ini yaitu wajib pajak, perilaku wajib pajak untuk patuh atau 

tidak patuh terhadap pajak bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Lingkungan tersebut yaitu seperti orang terdekat, teman, keluarga, pegawai 

pajak, konsultan pajak bisa mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk 

berperilaku patuh atau tidak patuh. Apabila norma subjektif mendukung wajib 

pajak untuk tidak patuh patuh, maka niat wajib pajak untuk berperilaku tidak 

patuh semakin meningkat. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku 

tidak patuh individu terhadap pajak. 

2.7.3 Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 

 Kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai persepsi 

seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. 

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan ini dapat mempengaruhi niat untuk 

berperilaku dan perilaku wajib pajak.  

 Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi 

niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh 

individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Dalam arti 

bahwa, niat akan terbentuk jika individu merasa dapat melakukan suatu 

perilaku. Didalamnya ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa 
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besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (controllability), 

dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu 

perilaku (self-efficacy). Niat berperilaku tidak patuh akan semakin tinggi jika 

wajib pajak merasa dapat melakukan suatu perilaku. Berdasarkan pertimbangan 

di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat 

berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. 

2.7.4 Kewajiban Moral 

 Walaupun secara umum model TPB dapat  menjelaskan perilaku 

individu, namun Bobek dan Hatfield (2003), mengatakan bahwa terdapat 

perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang 

berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun 

tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral 

(moral obligation). 

 Perilaku patuh terhadap pajak juga bisa berasal dari bagaimana 

kepribadian wajib pajak itu sendiri. Kepribadian tersebut merupakan suatu 

bentuk gejolak batin dari seseorang. Hal ini bisa terjadi karena adanya sugesti-

sugesti tentang apa yang akan dilakukan. Perasaan bersalah, melanggar etika 

dan prinsip hidup merupakan bagian dari kewajiban moral yang berbeda dari 

tiap individunya. Kewajiban moral ini bisa berpengaruh terhadap niat seseorang 

untuk melakukan atau tidak.  Semakin tidak merasa bersalah, tidak melanggar 

etika, dan tidak melanggar prinsip hidup wajib pajak melakukan ketidakpatuhan 
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pajak, maka akan semakin tinggi niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat untuk berperilaku 

tidak patuh individu terhadap pajak. 

2.7.5 Sanksi Pajak  

Sanksi  pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan 

apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu 

sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat 

pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 

dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 

2007. 

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi 

perpajakan akan lebih banyak merugikanya (Jatmiko,2006). Penerapan sanksi 

perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau 

penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, 

maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu pandangan wajib 

pajak mengenai sanksi perpajakan akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib 

pajak. 
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2.7.6  Niat Berperilaku Tidak Patuh 

 Dalam model TPB (Ajzen 1991), niat berperilaku merupakan variabel 

antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umunya didasari oleh 

adanya niat untuk berperilaku. Niat dan perilaku yang akan dilakukan 

mempunyai hubungan yang positif. Apabila wajib pajak berniat untuk tidak 

patuh, maka perilaku wajib pajak untuk tidak patuh juga akan terjadi. Dapat 

diambil kesimpulan bahwa semakin wajib pajak mempunyai niat berperilaku 

tidak patuh maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan 

pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap 

perilaku ketidakpatuhan pajak individu. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang 

dikukuhkan sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang akan menjadi sampel 

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi ini 

mengacu pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama 

Sleman.  

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik incidental 

sampling. Teknik incidental sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui 

cocok sebagi sumber data. 

3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai sumber 

pengambilan data. Data primer yang penulis dapatkan yaitu dengan teknik 

penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan kepada responden yang telah 

memenuhi kriteria dari sampel penelitian. Kriteria tersebut adalah responden 

wajib pajak orang pribadi dan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sleman. Tujuan dari penggunaan data primer yaitu untuk meneliti secara 

langsung variabel-variabel yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak wajib pajak 

orang pribadi dengan cara mendapatkan data langsung dari responden. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara 

langsung kepada responden. Pengumpulan data dengan metode purposive 

sampling. Data variabel penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan alat pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi. 

Kuesioner digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan fenomena 

sosial dinilai atau diukur dengan menggunakan skala likert lima tingkat 

(Sugiyono, 2004), skala ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan 

sangat negatif. 

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Variabel merupakan konsep yang bervariasi atau konsep yang memiliki 

nilai ganda atau faktor yang jika diukur akan menghasilkan nilai yang bervariasi. 

Dalam penelitian ini meliputi 7 variabel yaitu sikap terhadap ketidakpatuhan 

pajak, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat 

berperilaku tidak patuh, sanksi pajak, perilaku ketidakpatuhan pajak. Setiap item 

pertanyaan dalam penelitian ini akan diukur dengan skala likert 1-5 dari sangat 

tidak setuju hingga sangat setuju. 

3.4.1 Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak 

Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak adalah derajat efek positif atau 

negatif yang ditunjukan oleh wajib pajak orang pribadi yang ditentukan secara 

langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi terhadap 
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ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan lima keyakinan yang kemudian 

menjadi indikator dalam membentuk sikap, yaitu pertama, aspek ekonomi yang 

terdiri dari pernyataan : keinginan membayar pajak lebih kecil dari seharusnya 

dan keinginan untuk tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha. Kedua, aspek 

regulasi pemerintah yang terdiri dari pernyataan : perasaan pemanfaatan pajak 

yang tidak transparan dan perasaan dirugikan oleh system perpajakan. Ketiga, 

aspek birokrasi melalui pernyataan : keinginan untuk menyelesaikan pajak 

dibawah tangan dengan petugas pajak/fiskus. Semakin tinggi nilai yang diperoleh 

(mendekati 5), semakin positif sikap wajib pajak orang pribadi terhadap 

ketidakpatuhan pajak. 

3.4.2 Norma Subjektif 

Norma subyektif adalah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang 

kekuatan pengaruh pandangan orang-orang disekitarnya yang menjadi 

referensinya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, petugas pajak, dan 

pimpinan (jika wajib pajak berstatus sebagai pegawai/karyawan), yang 

memotivasinya untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak.   

 Penelitian ini menggunakan empat indikator yang digunakan dalam 

penelitian Mustikasari (2007) yaitu pengaruh teman (orang terdekat dalam 

lingkungan), pengaruh konsultan pajak (orang yang dianggap mengerti masalah 

pajak), pengaruh petugas pajak, dan pengaruh pimpinan (jika wajib pajak 

berstatus sebagai pegawai/ keryawan). Selain itu, juga menambahkan satu 

indikator yang juga dapat mempengaruhi individu wajib pajak dalam berperilaku, 

yaitu sesama wajib pajak, sehingga keseluruhan menggunakan lima indikator. 
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Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 5), semakin kuat pengaruh orang-

orang tersebut terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. 

3.4.3 Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi seseorang terhadap 

kesanggupannya delam melaksanakan suatu perilaku. Definisi ini juga sesuai 

dengan model TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (2002 dan 2006), Francis et al 

(2004), Kraft et al (2005) dan Tavousi et al (2009). Pengukuran yang digunakan 

adalah pengukuran secara langsung. Dalam pengukuran secara langsung, ada dua 

aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki 

kontrol terhadap suatu perilaku (controllability), dan kedua, seberapa yakin orang 

tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (self-efficacy). 

 Sesuai dengan model pertanyaan yang dikembangkan Francis et al (2004) 

dan Tavousi et al (2009), responden diberi pertanyaan mengenai tingkat 

keyakinan diri (self-efficacy) melalui pernyataan “jika saya ingin, saya dapat 

melakukan ketidakpatuhan pajak”. Sedangkan untuk tingkat controllability, 

responden diberikan pertanyaan melalui pernyataan “ketidakpatuhan pajak berada 

dalam kendali saya” dan “ melakukan ketidakpatuhan pajak terserah kepada 

saya”. Semakin mendekati angka 1, responden semakin memiliki kontrol diri/PBC 

yang rendah, dan semakin mendekati angka 5, responden semakin memiliki 

kontrol diri/PBC yang tinggi. 

3.4.4 Kewajiban Moral 

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak 

orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di 
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mata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Indikator yang digunakan adalah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mustikasari (2007) yaitu merugikan pihak lain, rasa bersalah dan prinsip hidup. 

 Merugikan pihak lain adalah ketidakpatuhan pajak yang dilakukan dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pemerintah atau pihak 

ketiga. Rasa bersalah adalah perasaan tidak nyaman/tidak tenang setelah 

melakukan ketidakpatuhan pajak. Prinsip hidup adalah cara atau jalan yang 

diyakininya tentang benar-salah, baik-buruk, yang berhubungan dengan 

kehidupan (Mustikasari 2007). Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 

angka 5), berarti responden semakin memiliki moral yang rendah (semakin tidak 

bermoral). 

3.4.5 Sanksi Pajak 

Sanksi yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak dikarenakan 

ketidakpatuhan pajak. Sanksi terdiri dari 2 indikator, indikator pertama sanksi 

yang diberikan jika wajib pajak tidak melaporkan tambahan penghasilan kena 

pajak. Pertanyaan kedua mengukur seberapa serius sanksi yang diberikan 

pemerintah kepada wajib pajak. Semakin mendekati angka 5 berarti 

ketidakpatuhan semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati angka 1 

ketidakpatuhan semakin tinggi. Kuesioner ini menggunakan kuesioner yang telah 

digunakan oleh Benk et al., (2011) 

3.4.6 Niat Berperilaku Tidak Patuh 

Niat berperilaku tidak patuh adalah kecenderungan wajib pajak orang 

pribadi untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Sesuai dengan penelitian oleh 
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Mustikasari (2007), untuk mengukur variabel niat, responden dimintai 

pendapatnya tentang dua pertanyaan yang mewakili dua variable niat, yaitu : 

kecenderungan dan keputusan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. 

Kecenderungan adalah kecondongan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh 

terhadap ketentuan perpajakan. Keputusan adalah tindakan yang akan diambil 

oleh wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan peraturan 

perpajakan. Semakin mendekati angka 1 berarti niat untuk tidak patuh semakin 

lemah, sebaliknya jika semakin mendekati angka 5, niat untuk tidak patuh 

menjadi semakin kuat. 

3.4.7 Perilaku Ketidakpatuhan Pajak 

Perilaku ketidakpatuhan pajak adalah perilaku ketidakpatuhan dalam 

memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan 

formal maupun ketidakpatuhan material. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mustikasari (2007), instrument ketidakpatuhan pajak dilihat melalui tiga 

kepatuhan : pertama, kepatuhan pengisian SPT (filling compliance), yaitu 

kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa 

dengan tepat waktu. Kedua, kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu 

kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. 

Ketiga, kepatuhan pelaporan (reporting compliance), yaitu kepatuhan dalam 

melaporkan seluruh pajak yang terhutang. Dua kepatuhan pertama merupakan 

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan 

kepatuhan ketiga merupakan kepatuhan secara material. 
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 Semakin mendekati angka 5, berarti ketidakpatuhan pajak responden 

rendah (responden berperilaku patuh). Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, 

ketidakpatuhan pajak semakin tinggi (responden berperilaku tidak patuh).  

3.5 Hipotesis Operasional 

Ho1 : β1  ≤ 0, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak tidak berpengaruh positif 

terhadap niat berperilaku tidak patuh 

Ha1 : β1 > 0, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap 

niat berperilaku tidak patuh 

Ho2 :  β2 ≤ 0, norma subjektif tidak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku 

tidak patuh 

Ha2 :  β2 > 0, norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak 

patuh 

Ho3 :  β3 ≥ 0, kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh positif 

terhadap niat berperilaku tidak patuh 

Ha3 : β3 < 0, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap 

niat berperilaku tidak patuh 

Ho4 :  β4 ≥ 0, kewajiban moral tidak berpengaruh negatif terhadap 

ketidakpatuhan pajak 

Ha4 : β4 < 0, kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku 

tidak patuh 
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Ha5 :    β5 ≥ 0, sanksi pajak tidak berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku 

tidak patuh 

Ha5 :    β5 <  0, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak 

patuh 

Ho6 :  β6 ≤ 0, niat berperilaku tidak patuh tidak berpengaruh positif perilaku 

ketidakpatuhan pajak 

Ha6 :  β6 > 0, niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku 

ketidakpatuhan pajak 

3.6 Pengujian Validitas dan Reabilitas 

3.6.1 Uji Validitas  

Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang 

diinginkan untuk diukur. Uji validitas digunakan agar data yang diperoleh dapat 

memberikan jawaban atas apa yang ingin diketahui dari suatu penelitian, sehingga 

dapat diketahui sejauh mana alat uji dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin 

diujikan.  

Penentuan validitas alat pengukur dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor butir (skor yang diperoleh masing-masing item pertanyaan) dengan 

skor total. Skor total merupakan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan 

semua skor item. Bila semua item yang disusun berdasarkan dimensi konsep 

berkorelasi dengan skor totalnya dapat disimpulkan bahwa alat pengukur tersebut 

mempunyai validitas. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment, Azwar (2000). Item-item 
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atau butir-butir pertanyaan dikatakan valid apabila probabilitas nilai koefisien 

korelasi dari hasil perhitungan lebih besar dari 0,05. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menggambarkan kemantapan alat ukur yang 

digunakan. Dalam artian, reliabilitas adalah tingkatan, dimana pengukuran atau 

alat ukur bebas dari kesalahan, sehingga menghasilkan hasil yang konsisten. 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor skala 

pengukuran (Sekaran, 2000). Stabilitas ukuran, menunjukkan kemampuan sebuah 

ukuran untuk tetap stabil atau tidak rentan terhadap perubahan situasi apapun. 

Kestabilan ukuran dapat membuktikan kebaikan (goodness) sebuah ukuran dalam 

mengukur suatu konsep. Konsistensi internal ukuran, indikasi homogenitas item-

item yang ada dalam ukuran yang menyusun konstruk, artinya item-item yang ada 

harus sama dan harus mampu mengukur konsep yang sama secara independen 

sedemikian rupa sehingga responden seragam dalam mengartikan setiap item. 

Penilaian reliabilitas dilakukan dengankonsistensi internal ukuran  yang diuji 

dengan melihat Cronbach’s Alpha. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel 

apabila nilai alpha> 0,70 (Hair et al., 1998).  

3.7 Metode Analisis data  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji statistik berupa 

analisis persamaan simultan Structural Equation Model (SEM) yang dibantu 

dengan software SmartPLS. Analisa regresi Partial Least Square bertujuan untuk  

menghasilkan model yang mentransformasikan seperangkat variabel eksplanatori 

yang saling berkolerasi (Tenenhaus, 1998 dalam Lusiana 2011). Koefisien 
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parameter regresi PLS diperoleh dari korelasi langsung antara variabel predictor 

dan variabel criterion. Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri 

dari tiga set hubungan: 

4.  Inner model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (structural 

model), 

5. Outer model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indicator atau variabel manifestnya (measurement model), 

6. Weight relation dalam mana nilai kasus dari variabel laten dapat 

diestimasi. 

3.8 Model Penelitian  

 Model penelitian yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini tersaji 

dalam persamaan regresi berganda berikut: 

Y  =    + β
 
   +    

  =    + β
 
    + β

 
   β

 
   + β

 
   +β

 
   +   

Dimana: 

Y =  Perilaku ketidakpatuhan pajak   

   =  Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak 

   =  Norma subjektif 

    =  Kontrol perilaku yang dipersepsikan 

   =  Kewajiban moral 

   =  Sanksi pajak 

    =  Niat berperilaku tidak patuh 
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     =  Konstanta 

β
   

 =  Koefisien regresi berganda 

     =  Tingkat kesalahan (error) 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Pengumpulan Data 

Pada penelitian theory of planned behavior : pengaruh kewajiban moral 

dan sanksi pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang 

pribadi, yang menjadi objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi. 

Kuesioner disebar secara langsung kepada responden. Kuesioner yang disebar 

secara langsung berupa selebaran kertas yang berisi item-item pertanyaan yang 

akan diajukan kepada responden mengenai penelitian yang akan dilakukan. Total 

kuesioner yang disebar sebanyak 120. Dari 120 yang disebarkan, hanya 108 

kuesioner yang dapat digunakan oleh peneliti, sedangkan sisanya 12 kuesioner 

tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak diisi secara lengkap. Keterangan 

lebih lengkap mengenai pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 

Data kuesioner yang disebar 

 

Keterangan Jumlah % 

Kuesioner disebar secara langsung 120 100 % 

Kuesioner yang diisi tidak lengkap 12 10 % 

Kuesioner yang dapat diolah 108 90 % 

Sumber : data diolah 
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4.2. Deskripsi Responden 

4.2.1. Usia 

 Berdasarkan usia reponden terdiri dari 4 kategori, yaitu kurang dari 20 

tahun, 20-30 tahun, 30-40 tahun dan > 40 tahun. Dari hasil data yang diperoleh 

dan yang digunakan oleh peneliti. Sebanyak 62 responden berusia 20-30 tahun, 26 

responden berusia 30-40 tahun, 17 responden berusia 40 tahun keatas dan 3 

responden berusia kurang dari 20 tahun. Adapun informasi selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. 

Usia Responden 

 

Kategori Keterangan Jumlah Responden % 

Usia 

< 20 tahun 3 2.78% 

20 – 30 tahun 62 57.41% 

30 - 40 tahun 26 24.07% 

> 40 tahun 17 15.74% 

 Sumber : data diolah  

4.2.2. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan dari jenis kelamin responden terdiri dari 2 kategori, yaitu pria 

dan wanita. Dari data yang diterima dan yang digunakan, peneliti mendapati 76 

responden berjenis kelamin pria dan 32 sisanya berjenis kelamin wanita. Adapun 

informasi lebih lanjut dijelaskan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Jenis Kelamin 

 

Kategori Keterangan Jumlah Responden % 

Jenis Kelamin 
Wanita 32 21.19% 

Pria 76 70.37% 

Sumber : data diolah 

4.2.3 Pekerjaan 

 Berdasarkan pekerjaan terdiri dari 4 kategori, yaitu PNS, Pegawai Swasta, 

Wiraswasta  dan Lain-lain. Dari hasil data yang diperoleh dan yang digunakan 

oleh peneliti sebanyak 54 responden bekerja sebagai pegawai swasta, 35 

responden bekerja sebagai wiraswasta, 13 responden bekerja lain-lain, dan 6 

responden yang bekerja sebagai PNS. Adapun informasi selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Pekerjaan Responden 
 

Kategori Keterangan Jumlah Responden % 

Pekerjaan 

PNS 6 5.56% 

Pegawai Swasta 54 50.00% 

Wiraswasta 35 32.41% 

Lain-lain 13 12.04% 

Sumber : data diolah 
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4.3. Uji Instrumen 

4.3.1. Uji Validitas 

 Validitas konstruk dalam penelitian ini dinilai dengan konvergen dan 

validitas diskiminan. Validitas konvergen mengacu pada keberadaan korelasi 

antar instrument yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama. Validitas 

diskriminan mengacu pada tidak adanya korelasi antar instrument dengan 

konstruk yang tidak diukurnya. Validitas konvergen dilihat dari nilai loading 

instrument, rata-rata variansi (AVE). Nilai loading merupakan nilai antara 

konstruk dan instrument merupakan proporsi variansi dari sebuah item. Validitas 

dikatakan memiliki nilai yang baik berdasarkan rule of thumb jika nilai akar dari 

AVE untuk konstruk individual lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk 

dengan konstruk lain dalam model (Ghozali, 2006). Untuk mengevaluasi validitas 

diskriminan digunakan software SmartPSL. Berikut ini adaah hasil perhitungan 

AVE : 

Tabel 4.5. 

Average Variance Extracted (AVE) 

 
AVE Akar AVE 

Sikap 0.506 0.711 

Norma 0.643 0.802 

Kewajiban 0.707 0.841 

Kontrol Perilaku 0.695 0.834 

Sanksi 0.669 0.818 

Niat 0.804 0.897 

Perilaku 0.634 0.796 

                                   Sumber : data diolah 
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Sedangkan hasil nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lain adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Nilai Korelasi Antar Konstruk 

 

  Sikap Norma Kewajiban Kontrol Perilaku 

Sikap 1.000       

Norma 0.433 1.000     

Kewajiban -0.458 -0.384 1.000   

Kontrol Perilaku 0.188 0.164 -0.116 1.000 

Sanksi -0.310 -0.117 0.097 -0.062 

Niat 0.528 0.536 -0.415 0.398 

Perilaku 0.255 0.266 -0.320 0.004 

                              Sumber : data diolah 

Dalam Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa akar AVE masing-masing 

kostruk penelitian lebih besar daripada korelasi antar konstruk.  Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi 

kriteria discriminant validity. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kestabilan suatu 

alat ukur. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan composite realibility dengan mengunakan output yang dihasilkan 

SmartPLS. 
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Tabel 4.7 

Composite Reliability 

 

                                            

 

 

 

                                      

                                      

                                    Sumber : data diolah 

Berdasarkan Tabel diatas Composite reability menunjukan nilai yang 

memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum yaitu 0,70. 

Berdasarkan nilai tersebut menunjukan konsistensi dan stabilitas instrumen yang 

digunakan sangat tinggi. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 

instrumen terpenuhi. 

4.4. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

 Pengujian inner model adalah untuk mengevaluasi hubungan konstruk 

laten atau variabel yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini. Pengujian Inner 

Model dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk dan nilai 

signifikansinya serta nilai R-square. Nilai R-square digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai 

pengaruh yang subtantif. Berikut ini adalah perhitungan inner model dari data 

yang didapatkan dan digunakan oleh peneliti dengan menggunakan Partial Least 

Square. 

  Composite Reliability 

Sikap 0.836 

Norma 0.878 

Kewajiban 0.878 

Kontrol Perilaku 0.872 

Sanksi 0.801 

Niat 0.891 

Perilaku 0.838 
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Tabel 4.8 

R-square 

 

  R-square 

Niat  0.486 

Perilaku 0.130 

                                                 Sumber : data diolah 

Model memberikan nilai R-square sebesar 0,486 pada variabel niat 

berperilaku tidak patuh yang berarti bahwa variabel niat berperilaku tidak patuh 

dapat dijelaskan oleh variabel sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma 

subjektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan sanksi pajak 

sebesar 0,486. Sedangkan variabel perilaku ketidakpatuhan pajak mempunyai 

nilai R-Square sebesar 0,130 yang berarti bahwa variabel perilaku ketidakpatuhan 

pajak dapat dijelaskan oleh variabel niat berperilaku tidak patuh sebesar 0,130.  

4.5. Pengujian Hipotesis 

Dari Pengolahan data, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan 

memperhatikan tingkat signifikansinya dan parameter path antara variabel laten. 

Hipotesis yang diajukan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk 

yang dihipotesiskan. Gambar 4.1. menunjukan hubungan yang bervariasi. 

Hubungan positif terjadi pada semua hubungan antar konstruk dengan nilai 

korelasi yang bervariasi.  
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Gambar 4.1 : Structural Equation Model (SEM) 

Pengambilan keputusan didasarkan pada arah hubungan dan signifikansi 

dari model pengujian dan korelasi antar konstruk yang ditunjukan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 merupakan output hasil dari inner weight dengan bantuan software 

SmartPLS. Hasil dari inner weight ini menunjukkan hubungan korelasi antar 

konstruk yang menghubungkan antar variabel yang membentuk sebuah hipotesis. 

 

Tabel 4.9 

Signifikansi Hubungan Antar Variabel 

 

  

original 

sample 

estimate 

mean of 

subsamples 

standard 

deviation 
T-Statistic keterangan 

Sikap -> 

Niat 
0.258 0.290 0.118 2.184 

Hipotesis didukung 

Norma -> 

Niat 
0.321 0.295 0.162 1.981 

Hipotesis didukung 

Kontrol 

Perilaku -> 
0.278 0.258 0.120 2.315 Hipotesis didukung 
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Niat 

Kewajiban 

-> Niat 
-0.136 -0.146 0.135 1.011 

Hipotesis tidak 

didukung 

Sanksi -> 

Niat 
-0.054 -0.048 0.137 0.392 

Hipotesis tidak 

didukung 

Niat -> 

Perilaku 
0.361 0.410 0.137 2.640 

Hipotesis didukung 

 

Sumber : data diolah 

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku 

tidak patuh individu terhadap pajak.  Dari tabel diatas parameter hubungan 

sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh 

adalah sebesar 0,258 dan nilai T-statistik sebesar 2,184. Pada tingkat 

signifikansi 5% hubungan antara sikap terhadap ketidakpatuhan pajak 

signifikan karena nilai T-Statistic < t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga 

dapat diartikan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak 

sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.  

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh 

positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.  
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Dari tabel diatas parameter hubungan antara variabel norma subyektif dan 

niat berperilaku tidak patuh adalah sebesar 0,321 dan nilai T-statistik 

sebesar 1,981. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara norma 

subyektif terhadap niat berperilaku tidak patuh terhadap pajak signifikan 

karena nilai T-Statistic > t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat 

diartikan bahwa norma subyektif berpengaruh positif signifikan terhadap 

niat berperilaku tidak patuh terhadap pajak sehingga hipotesis kedua 

penelitian ini didukung.  

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh 

individu terhadap pajak.  Dari tabel diatas parameter hubungan antara 

kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat berperilaku tidak patuh 

individu terhadap pajak adalah sebesar 0,278 dan nilai T-statistik sebesar 

2,135. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh 

individu terhadap pajak karena nilai T-Statistic > t-tabel yaitu sebesar 1,98 

dan nilai estimasi 0,278 dapat diartikan bahwa kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku 

tidak patuh individu, sehingga dapat diartikan hipotesis keempat penelitian 

ini didukung.  
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4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Kewajiban moral 

berpengaruh negatif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu 

terhadap pajak.  Dari tabel diatas parameter hubungan antara variabel 

kewajiban moral terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu 

terhadap pajak adalah sebesar -0,136 dan nilai T-statistik sebesar 1,011. 

Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara kewajiban moral terhadap 

niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak tidak signifikan 

karena nilai T-Statistic < t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat 

diartikan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak sehingga 

hipotesis keempat penelitian ini tidak didukung. 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah Sanksi pajak berpengaruh 

negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.  Dari tabel diatas parameter 

hubungan antara variabel sangsi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib 

pajak adalah sebesar -0,054 dan nilai T-statistik sebesar 0,392. Pada 

tingkat signifikansi 5% hubungan antara sanksi pajak terhadap 

ketidakpatuhan wajib pajak tidak signifikan karena nilai T-Statistic < t-

tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ketidak patuhan wajib pajak sehingga 

hipotesis kelima penelitian ini tidak didukung. 
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6. Pengujian Hipotesis Keenam 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah Niat untuk berperilaku tidak 

patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak 

individu.  Dari tabel diatas parameter hubungan antara variabel niat untuk 

berperilaku tidak patuh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak 

adalah sebesar 0,361 dan nilai T-Statistik sebesar 2,640. Pada tingkat 

signifikansi 5% hubungan antara niat untuk berperilaku tidak patuh 

terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak signifikan karena nilai T-

Statistic > t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat diartikan bahwa 

variabel niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keenam 

penelitian ini didukung. 

4.6. Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak Terhadap Niat 

Berperilaku Tidak Patuh Individu Terhadap Pajak 

Dari hasil analisis uji hipotesis diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap 

terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa semakin besar sikap seseorang terhadap ketidakpatuhan 

pajak maka niat untuk berperilaku tidak patuh juga akan semakin besar, begitu 

pula sebaliknya. 

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 

terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) 



 

 

57 

 

maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek 

tersebut. Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku 

seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan 

status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi 

sikap dan perilaku. Hasil penelitian ini berhasil mendukung theory planned 

behavior yang menjelaskan bahwa sikap berpengaruh terhadap perilaku 

seseorang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007) yang 

menemukan hasil bahwa ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak. 

4.6.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh 

Individu Terhadap Pajak 

Dari hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa norma subjektif 

berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk beperilaku tidak patuh terhadap 

pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi norma subyektif maka niat 

berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak juga akan semakin tinggi. 

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan 

individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman 

sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk 

mematuhi mereka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan sosial 

wajib pajak yang meliputi teman, konsultan pajak, petugas pajak, pimpinan 

perusahaan, serta media cetak dan elektronik sudah bisa memengaruhi wajib pajak 
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untuk berniat tidak patuh. Pengaruh norma subjektif yang signifikan menunjukkan 

bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang 

disekelilingnya 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mustikasari (2007) yang 

menemukan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak. 

4.6.3 Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat 

Berperilaku Tidak Patuh Individu Terhadap Pajak 

Dari hasil uji hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku 

yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh 

individu terhadap pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi kontrol 

perilaku yang dipersepsikan maka niat berperilaku tidak patuh individu terhadap 

pajak juga semakin tinggi demikian pula sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007) yang 

menemukan hasil bahwa niat berperilkau tidak patuh berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan terhadap pajak 

4.6.4 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh 

Individu Terhadap Pajak 

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral tidak 

berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu 

terhadap pajak. Hasil ini membuktikan bahwa besar kecilnya kewajiban moral 

tidak akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. 
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Hasil ini membuktikan bahwa moral seseorang belum mampu menjadi 

penjaga niat orang itu dalam tidak berperilaku patuh pajak. Hasil ini kemungkinan 

disebabkan oleh adanya kesadaran yang baik dari masing-masing wajib pajak 

sehingga akan menurunkan tingkat ketidakpatuhan mereka terhadap pajak. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Parker et al (1995), dan 

Mustikasari (2007), menunjukan bahwa tingkat moral individu secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 

4.6.5 Pengaruh Sanksi Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh Individu 

Terhadap Pajak 

 Dari hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak 

bepengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu 

terhadap pajak.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahmat Novryan (2012) 

yang menunjukan bahwa sanksi positif signifikan berpengaruh terhadap niat dan 

perilaku ketidakpatuhan pajak. 

Sanksi pajak sebenarnya merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan sehingga diharapkan dapat mempengaruhi seorang 

wajib pajak untuk bisa patuh terhadap pembayaran pajak, akan tetapi hasil 

penelitian ini membuktikan sebaliknya. Hasil ini disebabkan oleh sanksi pajak 

yang dibelakukan belum terlalu efektif untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan 

wajib pajak terhadap pajak.  
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4.6.6 Pengaruh Niat Berperilaku Tidak Patuh Terhadap Perilaku 

Ketidakpatuhan Pajak 

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa niat berperilaku 

tidak patuh berpengaruh signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi niat berperilaku tidak patuh 

maka perilaku ketidakpatuhan pajak juga akan semakin tinggi, demikian pula 

sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan theory of planned behavior. Dalam 

model TPB (Ajzen 1991), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam 

berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umunya didasari oleh adanya niat 

untuk berperilaku. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki niat 

tidak patuh jika terdapat kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan 

direalisasikan dengan action mereka. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007) yang 

menemukan hasil bahwa niat berperilkau tidak patuh berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan terhadap pajak. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap, norma subyektif,  

kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan niat 

berperilaku tidak patuh terhadap niat berperilaku tidak patuh serta  untuk menguji 

pengaruh niat berperilaku tidak patauh terhadap perilaku ketidakpatuhan terhadap 

wajib pajak. Dengan menggunakan alat analisis Structural Equation Model (SEM) 

yang dibantu dengan software SmartPLS, hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. 

Dari hasil analisis Structural Equation Model (SEM) dapat disimpulkan bahwa 

sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

niat berperilaku tidak patuh sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung. 

2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa norma subjektif 

berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis 

Structural Equation Model (SEM) dapat disimpulkan bahwa norma subjektif 

berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga 

hipotesis kedua penelitian ini didukung.  

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari 

hasil analisis Structural Equation Model (SEM) dapat disimpulkan bahwa 
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kontrol perilaku yang dipersepsikan positif signifikan terhadap niat berperilaku 

tidak patuh sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung. 

4. Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban moral 

berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis 

Structural Equation Model (SEM) dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral 

tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga 

hipotesis keempat penelitian ini tidak didukung. 

5. Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis 

Structural Equation Model (SEM) dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga hipotesis 

kelima penelitian ini tidak didukung. 

6. Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa niat berperilaku 

tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Dari 

hasil analisis Structural Equation Model (SEM) dapat disimpulkan bahwa niat 

berperilaku tidak patuh berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

ketidakpatuhan pajak sehingga hipotesis keenam penelitian ini didukung. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan 

yang dimiliki penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini terbatas hanya pada wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar dalam KPP Pratama Sleman. 
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2. Data yang dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kuesioner, 

sehingga memungkinkan terjadinya pengisian kuesioner responden yang tidak 

bersungguh-sungguh dan dapat menimbulkan hasil yang menyesatkan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian-penelitian di atas, maka 

saran yang diberikan penulis untuk penelitian di masa yang akan datang adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan responden dari wajib pajak 

badan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih spesifik mengenai ketidakpatuhan wajib pajak. 

3. Penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang belum digunakan 

dalam penelitian ini yang mungkin mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan 

wajib pajak. 
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Ijin penelitian 
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 KUESIONER 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama : ...................................... (boleh tidak diisi) 

2. Usia   : ....................................... tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

4. Pekerjaan  : PNS / Pegawai Swasta / Wiraswasta / Lain-lain 

 

II. Pertanyaan 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan di bawah ini dengan 

memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan jawaban Anda. 

STS = sangat tidak setuju 

TS  = tidak setuju 

R  = ragu-ragu 

S  = setuju 

SS  = sangat setuju 
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A. Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Saya mempertimbangkan keinginan membayar pajak 

lebih kecil dari yang sebenarnya 
     

2 Saya mempertimbangkan keinginan untuk tidak 

melaporkan seluruh kegiatan usaha 

     

3 Saya mempertimbangkan perasaan pemanfaatan 

pajak yang tidak transparan  

     

4 Saya mempertimbangkan perasaan dirugikan oleh 

sistem perpajakan 

     

5 Saya mempertimbangkan keinginan untuk 

menyelesaikan pajak dibawah tangan dengan 

petugas pajak/fiskus 

     

 

B. Norma Subjektif 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Teman saya pernah mendorong saya untuk melakukan 

ketidakpatuhan pajak. 
     

2 Konsultan pajak pernah mendorong saya untuk 

melakukan ketidakpatuhan pajak 
     

3 Petugas pajak pernah mendorong saya untuk melakukan 

ketidakpatuhan pajak 
     

4 Sesama wajib pajak pernah mendorong saya untuk 

melakukan ketidakpatuhan pajak 
     

 

C. Kewajiban Moral 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan 

tindakan yang tidak merugikan pihak lain 

     

2 Saya tidak merasa bersalah ketika saya melakukan 

ketidakpatuhan pajak 

     

3 Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan 

tindakan yang tidak melanggar prinsip hidup saya 
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D. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Saya memiliki keyakinan diri bahwa jika saya 

ingin, saya dapat melakukan ketidakpatuhan pajak 

     

2 Keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak 

berada dalam kendali saya 

     

3 Melakukan ketidakpatuhan pajak sepenuhnya 

terserah kepada saya 

     

 

E. Sanksi Pajak 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Saya merasa adanya sanksi yang diberikan jika 

wajib pajak tidak melaporkan tambahan 

penghasilan kena pajak sudah tepat 

     

2 Saya merasa sanksi yang diberikan pemerintah 

kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran 

perpajakan sudah serius. 

     

 

F. Niat Berperilaku Tidak Patuh 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Sebagai wajib pajak, saya memiliki kecenderungan 

untuk melakukan ketidakpatuhan pajak 
     

2 Sebagai wajib pajak, saya pribadi memutuskan untuk 

melakukan ketidakpatuhan pajak 
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G. Perilaku Ketidakpatuhan Pajak 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1 Saya selalu menyampaikan SPT tepat waktu      

2 Saya selalu membayar pajak tepat waktu      

3 Saya telah berusaha sebaik mungkin melaporkan 

pendapatan secara benar 
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DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Res Karakteristik 

  Usia Jenis kelamin Pekerjaan 

1 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

2 <20 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

3 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

4 > 40 tahun Laki-laki Lain-lain 

5 20-30 tahun Laki-laki Lain-lain 

6 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

7 30-40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

8 > 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

9 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

10 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

11 20-30 tahun Laki-laki Lain-lain 

12 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

13 > 40 tahun Laki-laki Lain-lain 

14 30 - 40 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

15 > 40 tahun Perempuan Lain-lain 

16 > 40 tahun Perempuan Lain-lain 

17 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

18 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

19 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

20 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

21 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

22 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

23 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

24 > 40 tahun Perempuan wiraswasta 

25 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

26 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

27 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

28 30 - 40 tahun Perempuan wiraswasta 

29 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

30 > 40 tahun Perempuan Lain-lain 

31 20-30 tahun Perempuan Lain-lain 

32 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

33 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

34 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

35 > 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

36 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

37 20-30 tahun Perempuan Lain-lain 
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Res Karakteristik 

  Usia Jenis kelamin Pekerjaan 

38 30 - 40 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

39 > 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

40 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

41 20-30 tahun Perempuan wiraswasta 

42 20-30 tahun Laki-laki Lain-lain 

43 < 20 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

44 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

45 30 - 40 tahun Laki-laki Lain-lain 

46 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

47 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

48 > 40 tahun Perempuan wiraswasta 

49 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

50 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

51 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

52 > 40 tahun Laki-laki PNS 

53 > 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

54 30 - 40 tahun Perempuan PNS 

55 30 - 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

56 > 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

57 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

58 20-30 tahun Laki-laki PNS 

59 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

60 < 20 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

61 30 - 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

62 20-30 tahun Perempuan wiraswasta 

63 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

64 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

65 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

66 30 - 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

67 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

68 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

69 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

70 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

71 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

72 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

73 30 - 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

74 30 - 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

75 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

76 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 
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Res Karakteristik 

  Usia Jenis kelamin Pekerjaan 

77 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

78 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

79 30 - 40 tahun Laki-laki PNS 

80 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

81 30 - 40 tahun Perempuan wiraswasta 

82 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

83 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

84 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

85 30 - 40 tahun Perempuan wiraswasta 

86 > 40 tahun Laki-laki Lain-lain 

87 > 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

88 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

89 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

90 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

91 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

92 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

93 > 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

94 30 - 40 tahun Perempuan PNS 

95 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

96 20-30 tahun Perempuan Lain-lain 

97 30 - 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

98 30 - 40 tahun Laki-laki wiraswasta 

99 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

100 > 40 tahun Perempuan wiraswasta 

101 20-30 tahun Perempuan Pegawai Swasta 

102 20-30 tahun Laki-laki wiraswasta 

103 20-30 tahun Perempuan PNS 

104 30 - 40 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

105 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

106 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

107 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 

108 20-30 tahun Laki-laki Pegawai Swasta 
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DATA PENELITIAN 

Res Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak Norma Subyektif 

Kewajiban 

Moral 

Kontrol Perilaku Yang 

Dipersepsikan Sangsi Pajak 

Niat 
Berperilaku 

Tidak patuh 

Perilaku 

ketidakpatuhan Pajak 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 4 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 

2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 5 5 5 4 4 3 4 4 3 2 1 1 1 

4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 

5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 

6 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

7 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 

8 3 2 4 2 1 4 4 2 4 2 4 5 4 4 5 5 1 4 3 4 1 2 

9 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 4 4 2 2 3 3 2 

10 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 

11 2 2 4 4 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

12 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 

13 2 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

15 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

16 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 

17 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 

18 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 

20 4 4 3 3 2 5 2 2 4 5 3 2 4 4 4 4 1 3 3 3 2 3 
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Res Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak Norma Subyektif 
Kewajiban 

Moral 
Kontrol Perilaku Yang 

Dipersepsikan Sangsi Pajak 

Niat 

Berperilaku 
Tidak patuh 

Perilaku 
ketidakpatuhan Pajak 

21 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 

23 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 

24 4 1 3 3 1 1 1 1 1 5 5 4 1 2 2 5 4 2 2 2 2 2 

25 4 2 1 2 1 2 1 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 

26 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 1 2 2 2 

27 3 3 5 5 3 4 2 2 4 5 4 2 4 5 5 4 4 2 2 3 2 2 

28 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 

29 1 1 4 1 2 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 

30 4 3 4 4 3 4 1 2 4 3 4 3 2 2 3 4 2 1 2 3 2 2 

31 4 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 2 

32 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 2 3 2 2 2 3 

33 2 2 1 3 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

34 5 4 5 5 3 2 3 2 5 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 3 4 3 

35 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 2 2 5 5 5 2 2 4 4 2 2 4 

36 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 5 5 5 2 2 4 4 2 2 2 

37 2 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 

38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

39 3 2 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 

40 1 1 2 4 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 1 1 3 

41 4 5 4 3 3 2 2 2 3 4 2 2 5 5 2 4 2 4 3 2 2 2 

42 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 

43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 
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Res Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak Norma Subyektif 
Kewajiban 

Moral 
Kontrol Perilaku Yang 

Dipersepsikan Sangsi Pajak 

Niat 

Berperilaku 
Tidak patuh 

Perilaku 
ketidakpatuhan Pajak 

44 3 2 5 4 1 1 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 2 4 1 1 1 2 

45 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 

46 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 

47 4 5 4 5 3 4 1 2 4 4 2 2 3 2 4 3 1 3 3 2 4 4 

48 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 5 5 5 3 3 2 1 1 1 

49 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

50 1 1 4 2 1 1 1 1 1 5 5 5 3 2 2 4 2 1 1 3 1 1 

51 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 

52 4 4 5 4 2 4 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 1 4 3 2 3 3 

53 5 4 5 4 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 4 3 2 2 2 

54 4 4 4 5 3 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 4 

55 4 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

56 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 2 

57 1 1 2 5 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 

58 4 5 5 5 3 2 2 2 2 1 4 4 2 4 3 4 4 2 2 1 1 1 

59 3 5 5 5 2 1 1 1 3 3 3 5 4 4 4 1 5 4 2 3 2 1 

60 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 1 1 2 2 2 2 2 

61 4 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

62 4 4 5 4 2 2 1 1 1 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

63 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 2 2 

64 3 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 4 3 3 3 3 5 3 3 2 2 2 

65 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

66 2 1 2 2 3 2 2 1 2 5 4 5 3 3 4 4 2 1 1 1 2 2 
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Res Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak Norma Subyektif 
Kewajiban 

Moral 
Kontrol Perilaku Yang 

Dipersepsikan Sangsi Pajak 

Niat 

Berperilaku 
Tidak patuh 

Perilaku 
ketidakpatuhan Pajak 

67 2 3 3 2 1 1 1 2 2 4 4 4 2 5 5 5 2 2 2 1 1 1 

68 2 2 5 4 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 

69 4 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 2 2 2 

70 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 2 

71 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

72 2 1 4 4 2 1 1 1 1 5 5 4 2 4 4 4 5 1 1 2 2 2 

73 5 3 5 3 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 

74 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 4 2 5 4 2 1 1 4 

75 2 1 5 4 3 1 1 2 2 4 4 4 5 5 5 3 1 2 2 3 2 2 

76 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

77 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 5 3 5 5 2 2 2 2 2 

78 5 2 2 5 2 2 4 4 2 2 1 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2 

79 3 2 4 2 4 2 2 2 2 5 5 5 4 4 2 4 4 2 2 3 3 1 

80 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 

81 5 2 5 4 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 1 1 1 

82 4 2 2 2 1 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 

83 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

84 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 2 5 4 3 4 1 3 4 2 2 2 

85 2 1 4 2 3 3 4 4 4 1 1 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 

86 2 1 5 1 4 2 2 2 2 5 5 5 5 4 3 4 4 3 1 3 4 4 

87 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 

88 5 4 5 5 4 4 3 3 5 2 2 2 3 4 5 1 2 5 4 3 3 4 

89 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 4 5 3 3 5 4 3 3 1 2 2 2 
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Res Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak Norma Subyektif 
Kewajiban 

Moral 
Kontrol Perilaku Yang 

Dipersepsikan Sangsi Pajak 

Niat 

Berperilaku 
Tidak patuh 

Perilaku 
ketidakpatuhan Pajak 

90 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

91 4 3 4 4 4 5 2 2 4 2 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 

92 3 4 5 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 

93 4 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 5 5 2 1 2 2 2 

94 4 2 4 3 2 4 2 2 4 5 4 4 4 3 2 4 2 3 1 2 2 2 

95 1 1 4 2 2 2 2 1 1 4 5 5 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 

96 1 1 4 3 2 2 2 1 2 5 5 5 2 4 3 4 3 1 1 2 2 2 

97 5 3 5 5 3 3 2 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

98 2 2 3 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 5 5 2 4 2 2 2 2 2 

99 2 2 2 3 1 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 3 3 2 

100 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 

101 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 4 4 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 

102 5 3 4 4 3 2 2 1 3 4 3 5 4 5 5 3 4 3 4 2 2 1 

103 1 1 3 4 3 4 3 1 3 5 2 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 2 

104 4 4 2 3 4 1 2 2 4 5 2 4 2 4 4 2 1 4 4 3 3 2 

105 3 4 5 5 3 4 1 1 4 4 3 3 5 4 2 4 3 3 3 2 3 2 

106 2 4 4 5 3 2 1 2 1 2 5 4 4 4 4 2 1 2 1 2 1 3 

107 5 2 2 3 1 1 1 1 1 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 2 3 2 

108 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 5 5 1 5 5 5 3 1 1 2 2 2 
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results for inner weights 

[ CSV-Version ]  

  original sample estimate mean of subsamples Standard deviation T-Statistic 

Sikap -> Niat 0.258 0.290 0.118 2.184 

Norma -> Niat 0.321 0.295 0.162 1.981 

Kewajiban -> Niat -0.136 -0.146 0.135 1.011 

Kontrol Perilaku -> Niat 0.278 0.258 0.120 2.315 

Sanksi -> Niat -0.054 -0.048 0.137 0.392 

Niat -> Perilaku 0.361 0.410 0.137 2.640 

 

 

 

  

file:///D:/olah%20ucy/Untitled-4.bootstrapping.inner_weights.csv
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Correlations of the latent variables 

[ CSV-Version ]  

  Sikap Norma Kewajiban Kontrol Perilaku 

Sikap 1.000       

Norma 0.433 1.000     

Kewajiban -0.458 -0.384 1.000   

Kontrol Perilaku 0.188 0.164 -0.116 1.000 

Sanksi -0.310 -0.117 0.097 -0.062 

Niat 0.528 0.536 -0.415 0.398 

Perilaku 0.255 0.266 -0.320 0.004 

 

 

R-square 

[ CSV-Version ]  

  R-square 

Sikap   

Norma   

Kewajiban   

Kontrol Perilaku   

Sanksi   

Niat 0.486 

Perilaku 0.130 

 

  

file:///D:/olah%20ucy/Untitled-4.index.lv_correlations.csv
file:///D:/olah%20ucy/Untitled-4.quality_criterias.r_square.csv
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Composite Reliability 

[ CSV-Version ]  

  Composite Reliability 

Sikap 0.836 

Norma 0.878 

Kewajiban 0.878 

Kontrol Perilaku 0.872 

Sanksi 0.801 

Niat 0.891 

Perilaku 0.838 

 

 

Average variance extracted (AVE) 

[ CSV-Version ]  

  Average variance extracted (AVE) 

Sikap 0.506 

Norma 0.643 

Kewajiban 0.707 

Kontrol Perilaku 0.695 

Sanksi 0.669 

Niat 0.804 

Perilaku 0.634 

 

file:///D:/olah%20ucy/Untitled-4.quality_criterias.internal_consistency.csv
file:///D:/olah%20ucy/Untitled-4.quality_criterias.ave.csv

